Menimbang

Mengingét' :

BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANDAILING NATAL,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peninjauan tarif
Retribusi dilakukan dengan merrip-rhatikan indeks  harga dan
perkembangan perekonomian yang dite s ykan dengan peraturan kepala
daerah; -

bahwa tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditentukan
pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu perlu ditinjau sesuai dengan kondisi perekonomian
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati [I Mandailing Natal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara T:!'1in 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 07 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pen intahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 'mbaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar: mor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011  tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah -ita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310); ‘

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailin; ‘atal Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (L« haran Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 0);

2

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mand: * Natal Nomor 14 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2012 (Lembaran Dacrah Kabupaten Mandeuhng
Natal Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAs Y RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

-Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh

Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas Otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

‘Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

. penyelenggara Pemerintah Daerah.

.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.



6.

7.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang — undangan.

Peraturan Bupati adalah Paraturan Bupati Mandailing Natal.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

10.

11.

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN]), atau Badan Usaha Millik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, (Irganisasi Sosial Politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk ba:n lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

© Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Re'  usi, adalah Pungutan Daerah
. sebagai pembayaran atas jasa atau pember izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah rah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintahi Daerah be: usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaal lminnya vang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu | rintah Dacrah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau © yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dar. gawasan atas keglatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan cimiber davo alan, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna meli: gl keper Lingan umum dan menjaga

12.

13.

14.

15.

kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan -ang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupal.an batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan  tertentu  dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. :

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutny disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi ya telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terhutang.

.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

_pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
- retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

17.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga

.dan/atau denda.

18.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

' berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam



rangka melaksanakar. . e caturan perundang-undangan  retribusi
daerah. '

19: Penyidikan tindak pidana w bid mepribusi adalah serangkaian tindakan yang
_dilakukan oleh Penyidik untuk 1 iir'i serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang itind«ak piri ns dibidang retribusi yang terjadi serta

- menemukan tersangkanya.

EABIL
JENIS RETRIEUSII FTiRIZINAN

Pasa’ 2

‘Objek Retribusi Perizinan Teritentu sdali welayanan perizinan tertentu oleh
Pemerintah Daerah kepada orang prib« Ir duma atau badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas - giziam pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasaram: - vrana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga us2starian fingrkungan.

A3

Jenis Retribusi Perizinan Tertenor «1als catwam Bupati ini adalah Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

el d,

Dengan nama Retribusi Izin Mendirika mmunan dipun tat retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikamn s 00 bangunan.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaisud dalam Pasal
3 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangun: .

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pade ayat (1) eliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemant:uan pelaksanaan pembangunannya agar tetap
sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDE3), koefisien luas bangunan
(KLB), koefisien ketinggian bagunan (KKB), dan pengawasan penggunaan
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalamt rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan
- yang memperoleh izin mendirikan bangunan. '
(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi



diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau

pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang
didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana

7' penggunaan bangunan.

Faktor ~ faktor sebagaimana dimaksud pada,a' 1 1) dibgfan.. bobot (koefisien).

- Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pe ‘at (2)-selby il berikut :

a. koefisien luas bangunan;
b. koefisien tingkat bangunan;
c. koefisien penggunaan b ~unan.

p, sal8

Struktur dan besarnya tarif.jizin p, ndirikan.l r Balk 1

RIMB = THDB x LB xdL . PB

RIMB = Retribusi ;. oM, dirikan™b. “amadale mbjuralel h biaya
retribusi IMB yangitrimis @i ide1 kep o v opemerintah
daerah oleh orang'ady watau k@ usaha bHaik  swasta
maupun pemeringa» (Blr 31 JN o)

LB = Koefisien Luas Bauw,,~57n J

TB = Koefisien Tingkat:Baw ;12 in

PB = Koefisien Penggunaan; . ,,;0an

THDB = Tarif Harga Dasar Bap, ;a2

" (2) THDB ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu- apiH..).

(3)

Koefisien Luas Bangunan (LB) ditetapkan sebagai berikt
Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) :

Luas Bangunan O - 100 m?
Luas Bangunan 100 - 500 m?
Luas Bangunan 500 - 1.000 m?

Luas Bangunan > 1.000 m*

AW =

Koefisien Tingkat Bangunan (TB) ditetapkan sebagai berikut :
Bangunan dengan lantai 1 : 1
Bangunan dengan lantai 2 : 2
Bangunan dengan lantai 3 : 3
Bangunan dengan lantai >4 : 4

Koefisien Penggunaan Bangunan (PB) ditetapkan sebagai berikut :

Bangunan hunian o1
Bangunan keagamaan/sosial budaya 2
Bangunan usaha 03
Bangunan perkantoran 4
Bangunan industri/pabrik/gudang S



Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin
bangunan diberikan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan
tertentu didasarkan pada tujuan untuk meruviup sebagian atau seluruhnya
biaya penyelenggaraan Pemberian Izin yang b ~<angkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebag: 1ana yang dimaksud pada ayat
(1) meliputi penerbitan dokumen izin, peng asan di lapangan, penegakan

hukum, penata usahaan, dan biaya damy negatif dari pemberian izin
tersebut.

Pasal 11
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lamfi:a¢ 2 [Liga) tahun sekal.
Peninjau tarif Retribusi sebagaimana dwi: tid pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan peri. 1bangan perekonomian.

BAB IV

PENYIDIKAN
Pasal 12

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakulkan penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan perafiran Perundang - undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari,mengumpulkan , dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari,dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindakan pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi; :

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut : .

1) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;



2) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

3) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

4) memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

5) menghentikan penyidikan; dan/atau

6) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang — undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

- penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan
yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis i l:sanaannya &-an di tetapkan dengan
Keputusan Bupati. ‘
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinfahkan pejcnindangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kkabypaten Mandailing
Natal.

Ditetapkan di Panyab :rigan
pada tanggal 20 Apriy 2012

BUPATI MANDAILI NG NATAL,
it |

/'r.—ﬂ,_.-

H
M.HIDAYAT BATUBARA

Diundangkan di Panyabungan.
pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPAXEN
MANDAILING NATAL,

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR



2)
3)
4)

S)
6)

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau ,
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang — undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan
yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksamaannya akan di tetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 14

' Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah la.bupaten Mandailing
Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 20 April 2012

BUPATI MANDAILING NATAL,

| s

M.HIDAYAT BATUBARA

Diundangkan di Panyabungan.
pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUP
MANDAILING NATAL,

M. DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR



